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Abstract. This study aims to analyze the effect of the implementation of the Core Tax Administration System
(CTAS) in Indonesia on tax revenue performance, specifically on the efficiency of employee performance at the
Directorate General of Taxes through qualitative approach methods. The sample collection technique used
purposive sampling where respondents were determined with the criteria of being employees at the Directorate
General of Taxes with the position of Tax Executor and Counselor. Coretax, as a digital technology-based tax
system, is expected to increase the transparency of tax information and strengthen the supervision mechanism in
tax management. This study aims to show that the implementation of Coretax contributes significantly to
increasing the effectiveness of employee performance at the Directorate General of Taxes and strengthening the
ability of tax authorities to search for transaction data, reduce opportunities for fraud, and accelerate the audit
process of tax cases. The results of the study show that Coretax is able to improve service performance faster,
more efficiently and transparently and. However, the challenges in implementation practice from early January
2025 to the end of April 2025 still have system error problems that do not always run smoothly and a series of
other technical problems, both from the user interface of taxpayers and tax officers themselves.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Implementasi sistem administrasi perpajakan Inti
atau Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia terhadap kinerja penerimaan pajak secara khusus
terhadap efisiensi kinerja pegawai di Dlrektorat jenderal Pajak melalui metode pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling dimana responden ditetapkan dengan kriteria
merupakan pegawai di Direktorat Jenderal Pajak dengan jabatan Pelaksana dan Penyuluh Perpajakan. Coretax,
sebagai sistem perpajakan berbasis teknologi digital, diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi
perpajakan serta menguatkan mekanisme pengawasan dalam pengelolaan perpajakan. Kajian ini ingin
menunjukkan bahwa penerapan Coretax berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan efektivitas kinerja
pegawai di Dlrektorat jenderal Pajak dan memperkuat kemampuan otoritas pajak dalam mencari data transaksi,
mengurangi peluang fraud, serta mempercepat proses audit kasus perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Coretax mampu meningkatkan kinerja pelayanan lebih cepat, efisien dan transparan dan. Meskipun
demikian, tantangan dalam praktiknya penerapan dari awal januari 2025 sampai dengan akhir april 2025 masih
terdapat problematika error sistem yang tidak selalu berjalan lancar dan sederet masalah teknis lainnya, baik dari
sisi interface user wajib pajak maupun petugas pajaknya sendiri.

Kata kunci: akuntabilitas, Coretax, transparansi, sistem perpajakan

1. LATAR BELAKANG
Sejarah reformasi perpajakan menurut Rudyansjah & and Pamungkas, (2025) di
Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dari jaman pemerintahan kolonial hingga
sistem modern yang kita kenal saat ini. Sampai saat ini Pajak telah menjadi tulang punggung
pembangunan, menjadi instrument yang sangat penting untuk mencapai cita cita negara
(Afrianda & Yuliana, 2025; Takih & Yuliana, 2025). Bangsa Indonesia telah mengenal
pungutan sejenis pajak bahkan sebelum dijajah oleh Bangsa Eropa dan Jepang. Masyarakat

telah mengenal upeti yaitu pungutan sejenis pajak yang bersifat memaksa. Perbedaannya
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adalah upeti diberikan kepada raja sebagai persembahan. Karena pada masa itu raja
dianggap sebagai wakil tuhan dan apa yang terjadi di masyarakat dianggap dipengaruhi oleh
raja.

Meskipun masyarakat mendapat imbalannya berupa jaminan keamanan dan ketertiban
dari raja. Perlu dicatat bahkan pada masa itu beberapa kerajaan seperti Majapahit, Demak,
Pajang, dan Mataram mengenal sistem pembebasan pajak. Terutama pajak atas kepemilikan
tanah yang biasa disebut tanah perdikan. Umumnya, pembebasan tersebut diatur dalam
beleid yang dituangkan baik dalam prasasti ataupun dicatat dalam kitab kesusastraan. Ketika
masuk era kolonialisasi olenh Belanda dan bangsa Eropa pajak mulai dikenakan
(Chakraborty, 2025).

Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai mengatur sistem perpajakan dengan lebih
terstruktur. Pada tahun 1950, dikeluarkan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1950 yang
menjadi dasar Pajak Penjualan. Sistem perpajakan ini terus berkembang hingga
terbentuknya undang-undang perpajakan modern seperti sekarang ini.Pasal 23A UUD 1945
menyatakan bahwa pajak dan pungutan bersifat memaksa untuk keperluan negara harus
diatur dengan undang-undang. Sejak itu, berbagai undang-undang dikeluarkan, termasuk:

e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.(2007)

e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

e Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan.(2021)

Pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. di pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pajak merupakan kontribusi wajib kepada
negara yang masih harus dibayar oleh orang pribadi dan badan yang bersifat wajib
berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan nilai secara langsung serta dapat
digunakan untuk pembangunan negara bagi kemakmuran sebesar-besarnya.

Dengan menerapkan sistem self assessment, Indonesia berupaya meningkatkan
kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi perpajakannya (Bali & Yuliana, 2024). Meskipun
demikian, tantangan-tantangan yang dihadapi tidak bisa diabaikan, dan diperlukan upaya
bersama antara pemerintah, wajib pajak, dan pemangku kepentingan terkait untuk

mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi dari sistem self assessment dalam perpajakan.
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Perubahan kebijakan sistem perpajakan di Indonesia telah melalui sejumlah tahapan
yang panjang dan mengalami beberapakali perubahan. Dari era awal yang mengandalkan
sistem konvensional yang didominasi oleh inspeksi dan penilaian langsung oleh otoritas
pajak atau disebut dengan official assessment system, kemudian beralih menuju metode self
assessment pada 1984, saat berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (UU Ciptaker) dan Undang undang Harmonisasi perpajakan. Perubahan
ini ditempuh sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memodernisasi
system, meningkatkan penerimaan pajak, mengurangi birokrasi, dan memperbaiki iklim
investasi (Khaskheli & Zhao, 2025).

Dalam tujuh tahun terakhir, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi sistem
perpajakan, yang terbaru adalah dengan memperkenalkan dan menerapkan Coretax di tahun
2025. Coretax, atau Coretax Administration System, merupakan sistem perpajakan berbasis
teknologi yang bertujuan untuk memodernisasi pengelolaan administrasi perpajakan
melalui penerapan teknologi informasi yang lebih canggih. Sistem ini diharapkan dapat
mengintegrasikan berbagai kanal administrasi perpajakan, seperti registrasi, pembayaran,
pelaporan, dan penegakan hukum, ke dalam satu kanal yang lebih efisien (Menteri
Keuangan Republik Indonesia, 2024). Dengan Coretax, pemerintah berusaha meningkatkan
efisiensi dalam administrasi layanan, memperbaiki akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas
pelayanan kepada wajib pajak.

Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang
memberikan kemudahan bagi pengguna (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Pembangunan
Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
(PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan Sistem
Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis
administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS
(Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan.

Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem
administrasi perpajakan yang ada saat ini terlalu banyak kanalnya. Coretax
mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran
wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak

dalam satu kanal terintegrasi.
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Indonesia sendiri telah berinvestasi besar dalam pengembangan sistem ini sejak 2018,
dengan anggaran mencapai Rp 2,1 triliun. Namun, hingga 2025, implementasinya masih
menghadapi kendala teknis dan administratif yang menyebabkan penundaan. Untuk
memahami bagaimana sistem ini bisa berhasil, penting untuk melihat peluang dan tantangan
dari negara-negara yang telah lebih dahulu menerapkannya.

Kementerian Keuangan RI menegaskan kesiapannya untuk meluncurkan sistem inti
administrasi perpajakan atau core tax administration system (CTAS) pada Juli 2024. Inisiatif
ini, yang juga dikenal dengan nama Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
(PSIAP), merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan yang telah berlangsung selama
enam tahun terakhir.(2018)

CTAS atau core tax adalah sistem administrasi pajak DJP menjadi serba digital
sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Core tax administration system ini mengubah
proses pelayanan perpajakan hingga pemeriksaan, pengawasan dan manajemen data
maupun penegakan hukum di bidang perpajakan menjadi serba digital dan terintegrasi
(Bouchra et al., 2025). Sehingga pembaruan sistem administrasi pajak inti ini menjadi
bentuk modernisasi perpajakan yang bertujuan mewujudkan institusi perpajakan yang kuat,
kredibel, dan akuntabel dengan proses bisnis yang efektif dan efisien bagi DJP (Tiwari et
al., 2025). Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta
memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pengelolaan administrasi
perpajakannya.Setelah melalui serangkaian persiapan pada 2021 dan ujicoba mulai 2023,
core tax administration system atau CTAS ini dapat diimplementasikan secara penuh skala
nasional mulai awal tahun 2025.

Core Tax Administration System (CTAS) adalah sebuah platform teknologi informasi
yang ditujukan untuk mendukung operasional Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian
Keuangan dengan mengotomasi berbagai proses bisnis, termasuk pengelolaan notifikasi,
dokumen pajak, pembayaran, dan penagihan. Dengan desain yang fokus pada otomatisasi
prosedur bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, CTAS bertujuan untuk
memperbaiki efisiensi dalam administrasi pajak dan secara bertahap meningkatkan tingkat
kepatuhan para wajib pajak, serta secara bertahap meningkatkan rasio pajak.(sahlan, 2024)

Saat ini, wajib pajak menggunakan berbagai aplikasi untuk melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya, misalnya e-Reg, DJP Online, e-Nofa, Web e-Faktur, dan
beberapa aplikasi lainnya. Bisa dibayangkan bukan bagaimana rumitnya saat ini? Daftar di
e-Reg, bayar pajak di e-Billing, lapor Surat Pemberitahuan (SPT) di DJP Online, dan

sebagainya. Belum lagi kalau Kawan Pajak berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kawan
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Pajak harus berurusan dengan E-Nofa, E-Faktur, dan Web Efaktur. Semakin banyak
aplikasi, semakin banyak pula user dan password yang harus dihafalkan. Modernisasi sistem
perpajakan ini disinyalir dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak. Bisakah
Coretax mengubah paradigma kepatuhan pajak dari kepatuhan pajak yang dipaksakan

(enforced tax compliance) menjadi kepatuhan pajak secara sukarela.

. KAJIAN TEORITIS
Kepatuhan Pajak Sukarela

Kepatuhan pajak sukarela dikemukakan Bhalla & Kansal (2025), bermuara dari dua
aspek vyaitu legitimate power dan reason-based trust yang akan membentuk suatu iklim
bernama iklim pelayanan. Iklim ini ditandai dengan sikap antara wajib pajak dan otoritas
pajak yang diibaratkan sebagai “klien dan pelayan” (Lima et al., 2024). Di satu sisi, otoritas
pajak akan memandang wajib pajak sebagai seorang klien yang mengharapkan dan layak
memperoleh layanan secara adil dan profesional (Wang, 2025). Sementara itu, wajib pajak
menganggap otoritas pajak sebagai pihak yang berkompeten sehingga mereka bersedia
untuk menunaikan kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada mereka (In et al., 2025).

Ketika sudah ada dasar bagi negara atau otoritas perpajakan untuk melakukan
pemungutan pajak, maka pilihan yang tersedia bagi wajib pajak hanya ada dua. Pilihan
pertama adalah melaksanakan kewajiban pajak secara sukarela. Ini berarti wajib pajak patuh
mengikuti aturan perpajakan yang ada dan menjalankan kewajiban perpajakan sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Atau pilihan kedua, menunggu aksi dari
otoritas perpajakan dalam memaksa pelaksanaan kewajiban perpajakan, misalnya sebagai
hasil dari pemeriksaan pajak, pelaksanaan tindakan penagihan pajak, atau bahkan
penyidikan pajak.

Mewujudkan kepatuhan pajak sukarela merupakan tantangan besar. Tidak ada imbal
langsung yang dirasakan dan diperoleh wajib pajak setelah membayar pajak menjadikan
sulit mengharapkan wajib pajak dengan sukarela membayar pajak. Setidaknya ada beberapa
kondisi yang harus dibangun sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kepatuhan pajak
sukarela. Mewujudkan kepatuhan pajak sukarela memang tidak mudah, namun bukan
mustahil terealisasi. Pajak adalah amanat UUD 1945, sehingga patuh pajak adalah
kewajiban seluruh warga negara. Patuh karena dipaksa atau sukarela menjadi pilihan bagi
wajib pajak. Apapun perkembangannya, sukarela untuk patuh pajak harusnya menjadi
pilihan bijak bagi seluruh masyarakat. Bukan untuk individu dan golongan, tetapi untuk

Indonesia yang sejahtera.
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Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi dalam kehidupan dimulai dari proses sederhana dalam
kehidupan sehari-hari sampai pada tingkat pemenuhan kepuasan sebagai individu dan
makhluk sosial (Hanif et al., 2025). Dari masa ke masa kemajuan teknologi terus
berkembang, mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi
informasi, dan era teknologi komunikasi dan informasi (Mihret et al., 2025). Perkembangan
ini membawa berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
setiap individu tertarik untuk menggunakan dan memanfaatkan setiap perkembangan ini
(Omri et al., 2025).

Untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, Direktorat Jenderal Pajak
terus melakukan transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan dan
meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bentuk reformasi
perpajakan tersebut berupa modernisasi teknologi informasi perpajakan. Salah satu
pembaruan yang dilakukan adalah menerapkan teknologi informasi terbaru dalam
pelayananan pajak. Pada awal tahun 2005 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan sistem
administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi yaitu e-System atau Electronic
System. Sistem elektronik untuk administrasi pajak tersebut diantaranya adalah e-
Registration, e-Filling, e-SPT, dan e-Billing. Modernisasi teknologi ini diyakini akan
menjadi salah satu pilar penting dari reformasi perpajakan karena akan sangat bermanfaat
sebagai upaya peningkatan tax ratio, penghindaran dan penggelapan pajak, serta mendorong
kepatuhan wajib pajak.

Ekonomi digital menjadi tantangan terberat bagi Direktorat Jenderal Pajak. Jika kita
lihat dari sistem yang semakin membaik ini tentunya untuk 10 tahun yang akan datang
Direktorat Jenderal Pajak diyakini akan berhasil mencapai target penerimaan pajak yang
diinginkan dan menaikkan tax ratio di Indonesia yang masih rendah. Dari sisi wajib pajak,
akan semakin mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya berkat sistem yang lebih
canggih, sederhana, cepat serta lebih efektif dan efisien. Pegawai pajak juga terbantu
pekerjaannya dengan adanya teknologi canggih yang menggantikan peran dan tenaga

manusia.

. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara kualitatif dengan
pengumpulan data penelitian, yang kemudian dilengkapi dengan referensi dan wawancara
dengan tiga responden. Dikemukakan Athaullah et al., (2025); Habibie & Yuliana, (2025);
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Kamaliyah et al., (2025), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen)
dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat
kualitatif lebih menekan pada makna. Metode penelitian kualitatif ini mengandalkan
pengamatan dan wawancara secara langsung, menggali sumber-sumber lain yang sudah
ada, baik dari artikel, jurnal ilmiah, ebook, dan penelitian terdahulu yang relevan
dengan topik yang diteliti (Humaira et al., 2025; Jasmine et al., 2025; Kafiyan et al., 2025).
Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan mengkaji hubungan dari sistem
administrasi perpajakan Inti atau Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia
terhadap efisiensi kinerja pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini dilakukan
pada bulan April 2025.

Teknik purposive sampling adalah teknik mengambil data dengan tidak berdasar acak
atau random, melainkan berdasarkan adanya pertimbangan-pertimbangan untuk mencapai
target atau fokus tujuan tertentu (Alfian et al., 2025; Poetry et al., 2025; Sugiono et al.,
2025). Rersponden yang ditetapkan merupakan ASN di DlIrektorat Jenderal Pajak. Sebanyak

tiga responden dilibatkan dalam penelitian ini.

. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga responden Pegawai di Direktorat Jenderal
Pajak, responden mengungkapkan bahwa Reformasi perpajakan berbasis teknologi
memberikan beberapa dampak yang signifikan bagi Pegawai sebagai berikut:
Penyelesaian kasus /pekerjaan tepat waktu dan lebih mudah

Responden / pegawai mengungkapkan bahwa dengan adanya pembaharuan system
menjadi satu kanal memudahkan pekerjaan untuk selesai bahkan lebih cepat dari waktu yang
ditentukan oleh SOP. Masyarakat selaku Wajib pajak lebih cepat menerima hasil dari
pengajuan kasus yang mereka ajukan di Coretax.
Kasus /Pekerjaan terpantau secara system

Kasus yang diajukan oleh Wajib pajak dapat mudah terpantau oleh pegawai, wajib
pajak sendiri pun bisa mengecek secara real time melalui coretax pribadinya. Sampai
dengan akhir april ini ada 449 kasus yang telah diselesaikan dari 449 kasus yang diajukan
wajib pajak di kantor tempat korespondensi dan wawancara dilakukan. Tingkat
penyelesaian kasusnya adalah 100% dengan waktu jauh lebih cepat dari SOP yang

ditentukan.
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Paperless dan mudah kerjasama dengan tim.

Semua pengajuan kasus yang diajukan oleh wajib pajak adalah secara online dan tidak
membutuhkan banyak berkas,tetapi ada beberapa wajib pajak yang secara langsung datang
ke Kantor Pelayanan Pajak. Dengan adanya Coretax pegawai dapat berkoordinasi dengan
pegawai lain di seluruh Indonesia secara online dan realtime.

Kepatuhan dan Interaksi dengan Wajib pajak.

Kepatuhan Wajib pajak meningkat dan interaksi secara online dengan wajib pajak
dapat dilakukan melalui coretax, memudahkan pegawai untuk melakukan
pengawasan.Sehingga semisalnya ada kekurangan dokumen pendukung dalam kasus yang
diajukan wajib pajak, pegawai dapat berinteraksi dengan wajib pajak melalui Coretax. Di
Kantor tempat korespondensi ini dilakukan ,sampai akhir april ini ada 151 ribu Surat
pemberitahuan pajak yang diterima melalui kanal Coretax.

Motivasi Kerja.

Pegawai merasa termotivasi dalam bekerja karena dengan pembaharuan system ini
menjadikan pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih terukur dan efisien. Sistem juga
memberikan warning apabila ada kasus /pekerjaan yang akan jatuh tempo.

Data yang melimpabh.

Pegawai mendapatkan data dari instansi pemerintah lainnya, data perbankan, data
transaksi wajib pajak, sehingga dalam melakukan penggalian potensi perpajakan sudah
tidak perlu mencari cari data terlebih dahulu.

Dokumen keluaran yang sudah tersistem.

Pegawai tidak perlu lagi membuat dan mengedit surat atau dokumen perpajakan
karena dengan Coretax surat dan dokumen tersebut sudah tersistem dan tinggal dicetak
atau disampaikan kepada wajib pajak secara online. Meskipun Coretax memberikan banyak
hal bermanfaat bagi Pegawai di Dlrektorat Jenderal Pajak, ada beberapa masalah yang
timbul dari awal penerapannya sampai saat artikel ini ditulis (April 2025) yaitu masalah
system yang masih sering error dan gagal diakses baik oleh wajib pajak maupun oleh
pegawai pajak itu sendiri. Masalah yang berikutnya adalah masih rendahnya pengetahuan
pegawai pajak tentang sistem perpajakan yang baru ini, jadi mereka melakukan konsep
learning by doing atau trial and error (Ortax, 2025).

Dari sisi wajib pajak pun sama demikian, wajib pajak dituntut untuk melek teknologi
dengan harapan semua permohonan kasus diajukan secara online dan singgungan dengan
pegawai pajak minim terjadi. Masalah terakhir dan yang paling menyebalkan adalah error

system yang muncul di popup, atau peringatan terhadap kesalahan itu tidak memberikan
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petunjuk yang jelas. Misalnya wajib pajak mendaftar untuk membuat NPWP dengan
memasukkan NIK KTP, ternyata NIK tersebut sudah pernah punya NPWP. Maka error
popup yang ditampilkan adalah “NIK sudah terduplikasi”, bagi sebagian besar masyarakat
yang masih awam error popup tidak memberikan petunjuk yang jelas, harusnya error popup
yang simple misalnya “NIK sudah pernah terdaftar dengan nomor NPWP 08.455.656.2-
*xx *x* Dengan petunjuk yang jelas pegawai pajak tidak perlu repot repot menjawab
pertanyaan dari masyarakat yang seharusnya bisa ditampilkan oleh sistem Coretax.Ardian
Mabhardi Putera (2024)

. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasaan yang dilakukan, system Coretax
menyediakan layanan yang dapat diakses melalui berbagai pilihan saluran (omni channel)
dan dapat dilayani di seluruh kantor pelayanan pajak (borderless). Tidak ada lagi wajib pajak
yang harus menghabiskan waktu guna berkunjung ke kantor pajak ataupun menyampaikan
berkas permohonan ke kantor pelayanan pajak terdaftar agar dapat ditindaklanjuti. Coretax
menawarkan berbagai kemudahan yang dapat diakses oleh wajib pajak dengan sistem
otomatis yang terintegrasi. Wajib Pajak tidak lagi pusing untuk menghitung pajak, mengisi
formulir, bahkan menyampaikan tanggapan atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data
dan/atau Keterangan (SP2DK) secara manual karena sistem akan mengakomodasinya
sehingga memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan petugas pajak .

Keberadaan Coretax diharapkan dapat mengikis biaya kepatuhan. Hal ini dapat
berimplikasi pada peningkatan kepercayaan wajib pajak kepada petugas pajak. Wajib pajak
akan meyakini bahwa petugas pajak senantiasa meningkatkan layanan perpajakan agar
dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan
demikian, kepatuhan perpajakan yang terbentuk tidak hanya didasarkan pada kekuasaan
otoritas pajak semata (enforced tax compliance), tetapi juga terdapat faktor kepercayaan
publik terhadap kinerja otoritas pajak yang terus-menerus melakukan perbaikan layanan
perpajakan.

Coretax diharapkan bisa memperbaiki manajemen basis data perpajakan. Sistem ini
dapat membantu memperbaiki dan menyinkronkan data wajib pajak dari berbagai sumber
secara otomatis, sehingga data yang dimiliki oleh DJP menjadi lebih lengkap dan valid.
Melalui sistem yang terintegrasi, Coretax memiliki potensi untuk mencakup seluruh proses

administrasi, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pengawasan perpajakan. Kita
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berharap bahwa Coretax ini berjalan sesuai dengan tujuan strategisnya, yaitu untuk
meningkatkan kualitas administrasi perpajakan di Indonesia.

Melalui Coretax, petugas pajak menargetkan penurunan tax gap, peningkatan tax
ratio, serta perbaikan kualitas data perpajakan. Sistem ini merupakan bagian penting dari
reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memperkuat administrasi pajak melalui
digitalisasi. Reformasi perpajakan ini juga bertujuan untuk memperbaiki tax gap yang ada
di Indonesia. Tax gap yang tinggi menunjukkan adanya potensi penerimaan pajak yang
belum optimal. Tantangan besar yang dihadapi semua Aparatur Sipil Negara khususnya
pegawai Direktorat Jenderal Pajak adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang masih
rendah, ditambah lagi dengan banyaknya berita atau narasi buruk tentang perpajakan
Indonesia. Terkait dengan pembaharuan sistem perpajakan yang masih sulit diakses
menambah buruk citra otoritas perpajakan di mata Masyarakat.

Harapan peneliti adalah otoritas perpajakan mampu memulihkan kepercayaan
Masyarakat, salah satunya adalah dengan memperbaiki system Coretax. Masyarakat tidak
mudah terpengaruh berita buruk tentang otoritas perpajakan, dan pemerintah dengan bijak
menggunakan uang pajak dari masyarakat untuk kepentingan berbangsa dan bernegara.
“Pajak Kuat Indonesia Maju, Pajak Kita Untuk Kita”. Penelitian ini hanya terbatas pada
efisiensi kinerja pegawai sebagai dampak dari awal implementasi pembaharuan sistem
informasi perpajakan yang seiring waktu nantinya akan mengalami perbaikan. Saran untuk
penelitian selanjutnya adalah menambah variabel lainnya seperti kompetensi, beban kerja,

dan kualitas layanan.
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